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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus 
pekara Tindak Pidana Korupsi serta alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi 
atas dasar keberatan vonis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan pidana 
tambahan pembayaran uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian yang telah 
dialami oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif bersifat perskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis 
bahan hukum menggunakan analisis yang bersifat deduksi dengan metode 
silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, alasan kasasi yang 
diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar kesalahan Judex Facti Pengadilan Tinggi 
Ambon tidak menjatuhkan pidana sesuai dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana 
tambahan pembayaran uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian yang telah 
dialami oleh negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP Judex Facti Pengadilan Tinggi telah 
salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya 
mengabaikan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo 
Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2001. Serta pertimbangan Hakim Agung mengabulkan putusan permohonan upaya 
hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menguatkan sebagian dan 
selebihnya Putusan Pengadilan Negeri Ambon. Mahkamah Agung mengadili 
sendiri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan dikenakan sanksi 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar 
Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah) telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan sesuai Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 












PUBLIC PROSECUTOR’S ARGUMENTATION AGAINST THE JUDEX 
FACTI’s LAW MISAPPLICATION NOT CONSIDERING THE DEMAND 
FOR REIMBURSEMENT PUNISHMENT IN CORRUPTION CRIME  (A Case 
Study on Supreme Court’s Verdict Number 317K/Pid.Sus/2017). Thesis. Faculty 
of Law of Sebelas Maret University.   
This research aimed to find out the Judge’s rationale in deciding on Corruption 
Crime and the Public Prosecutor’s Argumentation in appealing to Supreme Court 
based on its objection against the Provincial Judges of Ambon’s verdicts sentencing 
additional reimbursement punishment incomparable to the loss the state had 
suffered from. The method employed in this study was a normative law research 
that was prescriptive and applied in nature. The law material sources employed 
were primary and secondary law materials, and the law material analysis was 
carried out using deductive analysis with syllogism method. Considering the result 
of research, it could be found that the rationale of appeal filed by Public Prosecutor 
based on Ambon Provincial Court Judex Facti’s fault not sentencing the 
punishment corresponding to the primary indictment and sentencing the additional 
reimbursement punishment incomparable to the loss the state had suffered from in 
Corruption Crime Case had been consistent with the provision of Article 253 clause 
(1) letter a of KUHAP because Provincial Court Judex Facti had misapplied the 
law or had applied the law unduly ignoring the Public Prosecutor’s suit based on 
the provision of Article 2 clause (1) jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 about 
Corruption Crime eradication as amended with the Law Number 20 of 2001. 
Additionally, the Supreme Court Judge’s rationale in granting the appeal filed by 
Public Prosecutor based on the Ambon Provincial Court confirming some of and 
all the Verdict of Ambon District Court. Supreme Court trialed the Defendant itself 
and stated that the defendant was evidently legally and convincingly guilty for 
having committed corruption crime collectively, and was sentenced with 4 (four) 
year-imprisonment and fine of IDR 200,000,000.00 (two hundreds millions 
rupiahs) and additional reimbursement of Rp1,034,000,000.00 (one billion and 
thirty four millions rupiah) consistent with the provision of Article 256 jo Article 
193 clause (1) of KUHAP and Article 18 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 
20 of 2001 about Corruption Crime Eradication.     
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